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PENGERTIAN

Hak:Azasi Manusia bagi sebagian anggota
Polri mungkin bukan merupakan isiflah yang
baru sama sekali, namun mungkin bagi se-
bagian lainnya tidak demikian, paling tidak
merupakan istilah yang belurn dipahami benar
apa maksudnya.

- Daribeberapa bukutentang HAM dipere oleh
suatu pengertian bahwa HAM adalah hak yang
melekat pada setiap manusia sejak dia difahir-
kan. .

Ada juga yang berpendapat, disamping
mempunyai pengertian diatas, dia menambah-
kan bahwa HAM juga merupakan dasar bagi




hak-hak-dan kewajiban-kewajiban dzinnya,:
yang memberikan kesempatan bagi: manusia

dapal-berkembang sesuai deno'm Le;n ginan

dan cita-cit anya

SEJARAH SINGIiAT

Sekaxang ini {A\A sedang menjada issue.

nasional bahkan internasional, banyak ditafsir- . .

kan berasal dari dunia barat sepertl Eropah dan

Ameuka, atau setidak- tldaknya berasal darz :
-~ dan Perancis yang dikenal dengan Revolus;—-_

negam—neoala tersebut, anggapan itu memang

 tidak keliru Karena HAM dipopule elkan oleh

mereka.

Namun kalau disimak c%arj materi dan
sekaligus sejarahnya, dia berawal dan tertulis
pada ajaran-ajaran agama (besar} di dunia.
eruhm Firman Tuban yang merupakan cikal
bakal hukum itu d:dalamﬂya mexwandung
muatan/materi tentang HAM, demikian juga
pada Al Quran dan Al Hadist maupun yang
ada pada kltab suci agama lainnya.

Ada juga Vauv mencatatkan sejarah HAM
dimulai dari (ela]aan Inggris yang dikenal
c‘sengan Magna Charta-nya tahun ]'/‘15 yang
dianggap sebavaz kemenangan bangsawan
Ingaris terhadap Raja Inggris.

Konon pada wakiu itu, Raja adalah sebagai
pusal seluruh kekuasaan di negara itu yang
mengakibatkan banyak ketimpangan didalam
kehidupan berbancsa dan berneeara, schineea

Bahwa HAM adaleh -+
hak yang melekat pada
setiap manusia sejak cha -
d;lalurkem o

Reaksi SETLpa juga yang 'te1]'adi di Amerika

revolusi mereka sekitar tahun 1789
Sejarah penegakkan HAM menurut versi

'~ kontemporer telah berlangsung sekitar tiga

abad yang lalu, dan puncak penegakan HAM
tersebut adalahy pada akhir Perang Dunia 11,
dengan kemenangan Sekutu terhadap Jerman.
Kemenangan perang tersebut diilhami oleh
kekejaman Nazi. Martabat manusia begitu_él-
rendahkan, pembunuhan, perkosaan, pengani-
ayaan yang merendahkah martabat kemanu-
siaan terjadi dimana-mana. Beberapa negara
menempatkan keadaan tersebut sebagai aspek
yang berbahaya terhadap kehidupan dan ke-
bebasan manusia, sehingga kemenangan atas
petang diperlukan, Tujuannya tidak lain untuk
meimelihara marfabat kemanusiaan yang telah
direndahkan selama perang berlangsung, yang
pada akhirnya memeriukan suaty organisasi
antar bangsa-bangsa (PBB). :




30 pasal sebagal standar minimurn suatgt negara
{anggota PBE).

Dalam penegakan HAM, pada; mulanya
banyak negara yang menghawatirkan prospek
kedauldtan negara mereka. Mereka hanya ber-
sedia mengembangkan HAM tapi t1dak ber-
sedia melindungi HAM.

Bagi anggota PBB, Deklarasi tersebut tentu
saja sifatnya mengikat, baik dengan meratifikasi
ataupun tidak dengan me1at1£§kaSJ Hal.itu
berarti segala ketentuan yang ada didalam dek-
larasi itu mengikat seluruh perangkat negara
termasuk apa:at penega}\ hukumnya juga.

I&OMNAS HAM

Kewajiban menegakkan HAM pada setiap
negara merupakan issue tersendiri, karena
setiap negara mempunyai sejarah, budaya dan
sistem pemerintahan yang berbeda. Itulah
sebabnya setiap negara perlu wakéu untuk
menegakkan FAM di negaranya.

Indonesia telah membentuk KOMNAS
HAM, berdasarkan Keppres RI nomor 50 tahun
1993.

Lembaga ini bersifat independen, anggota-
nya terdiri dari beberapa orang yang telah
dikenal independensi dan integritasnya oleh
banyak kalangan, salah satunya adalah mantan

Deputi Operast Kapolri Bapak Koes Parmono

* Irsan. Untuk mienjaga profesionalisme dan
_ independensi anggota KOMNAS HAM periode

berikutnya konon harus melalui seleksi yang
dilakukan cleh sebuah lembaga yang pm-
fesional dibidang itu. %
Lembaga inibertugas memberikan masakan
tentang penegakan HAM di Indonesia kepada
pemerintah seperti yang dimaksudkan pada
Bab il pasal 5 Keppres diatas, dan pemerintah
membetikan faporannya juga ke PBB. Hal yang
sama juga dilakukan oleh masyarakat, vang
biasanya tergabung dalam Lembaga Swakarsa
Masyarakat {L5M). ]
Oleh karena itu faporan penegakan HAM
tidak diterima dati satu pihak saja namun dari
seluruly masyarakat negara, bahkan permia-
salahan HAM disatu negara absah-absah saja
bila dipermasalahkan oleh negara lain, sehingga
masalah HAM akan merupakan issue intema-
sional. Ini tentunya zkan tidak mengherankan
bila masalah penculikan, perkosaar, kekerasan

- yang bersifat massal akan cepat sekali merebak

dan merupakan berita hampir diseluruh stasion
TV dan media ceiak, karena mereka (komunitas
pers) tahu bahwa masyarakat berhak mem-
peroleh informasi yang penuh sesuai dengan
salah satu pasal dalam Deklarasi Universal
HAM.




-+tsemuaadala
akyat biasa. %oh tidak perlu seleksi, begltu dia.

.' ':;ng rasa yann brutal tuﬂbul pertanyaan "bagal— :

mana dengan HAM' anggota Poli’.
Pe1 ianyaan telsebat tentu alxan menaumk

'lqta semua, ldlususnya anggota Poh i sementara-

: _pengun ukms?ymcimkena dampa anpacia

penggunaan: kekerasan, dalam. mengendalikan
unjuk rasa;:
= korbany ]usiew ang goia P

Untuk: dapat.1 memahami -l<eadaan tel sc*bsz :
o ada suat penuknan bahwa pada mulanya
kyat ialasa, untuk menjadi -

".menJLm]u '_U ’ﬂnggl HAM (hha ;

dilahirkan. 15:_;_1051_.11_1g mcgja_ch rakyat. .. -,
-Rakyat itu konolasinya pasti adalah jum]ah-
rya yang banyak, temyata untuk dapat meng-
atur diri sejunlah rakyat yang banyak itu tldak
madah, akhirnya rakyat memberikan sebagian
haknya kepada beberapa orang tertentu untuk
mengatur mereka, Orang-orang inilah yang d1—

Sei)ut sebagai pemerintah. - e
o Dari permknan ini bemm, keberadaan pe-

merintah {termasuk Polisi} memang untuk.

mengatur:dan. 1}1e]mclung1 rakyainya, dan hal

itu-memang selaras dengan Undang- undano"

]\epohsian (hhat pasal 13); sehingga Undanm._ ?
_'”.alubat unjuk rasa dan demonstrasi tersebut
 ternyata akan mahal sekali, untuk memberlkan

andang nomor 9 tahun 1998 tentang unjuk rasa

mermiliki warna yang kental dalam menegal\ :

kan HAM, khususnya tentang haic mengelua:-
kan pendapat. - B -

LR W S T
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adahal disisi lam yang menjac%r

19 ayat 1)

butnya sebagai Abdi Utama bagi Nusa dan
Bangsa. Kalau tidak demikian, posis: yang

---konf;ontat;p antara Polri dan pengunjuk rasa
“akan selalu ditermukan terutama pada masa
: reformam se}\alang ini, dimana rakyat tahu dan
_ingat | benar bahwa Polri adalah sebaaal peng-

ayom pe findurig masyarakat. :
“Hal'ini menjadi penting karena keruglan

sedikit gambaran tenfang kerugian telsebut_

' _-nmsainya a{ia bebe; apa negara yang membatal




yang dihabiskan dan berapa besar polusi akibat
kemacetan it o ey &

Belum fagi saal para peﬁg‘aﬂj‘uk:_faszi__bizbax‘

dan merusak pertokoan atau gedung-gedung
pemerintaban, sudah berapa jumlahnya, dan
jangan lupa itu baru satu kasus, befm termasuk
kerugian karena luka-luka dan korban jiwa.

Kemampuan Polri untuk memposisikan

dirinya sehagai Abdi Utama bagi Nusa dan
Bangsa, adalah kata kunci untuk menghindar
posisi yang senantiasa berseberangan dengan
“para;pengunjuk rasa, dan mungkin akan
memberikan manfaat sekiranya setiap kepala
kesatuan kewilayahan (Kapolda dan Kapolres)
menyarankan kepada pemerintah daerah untuk
menetapkan siatd tempat untuk rakyat, di-
mana rakyat dapat mengeluarkan pendapatnya

dengan bebas dan dilindungi. Bukan dengan
cara demikian bagi Polri Jebih mudah untuk
mengamankan mereka, dengan tetap berpedo-_
man kepada aturan yang ada. ERRt
Sernua berharap tentunya keadaan ind telah
dipikirkan oleh para petinggi Polri, dan harapan
itu bukanlah merupakan suatu yang mustahil
karena Polif telah berupaya untuk mening-
katkan pelayanannya kepada masyarakat.
‘Mungkin permasalahannya sekarang’ apa-
kahrakyat telah merasa lebih dilayani oleh Polri,
kalau jawabannya belum, itu adaiah kewajiban
kita bersama untuk mewujudkannya.
{disarankan untuk membaca materi Dekia-
rasi Universal HAM dan Undang-undang no-
mor 91998 tentang Kemerdekaan Menyampai-
kan Pendapat Didepan Umum). '






